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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin









ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik
dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
viii
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik
dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik
dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik
dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik
dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ƿ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
ix
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
 ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan
yā̓̓
ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
xMaddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan












ā a dan garis
di atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis
di atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis
di atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
xi
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan







Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
xii
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah







8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah ( )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
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kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
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B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana
tinjauan hukum pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pencabutan Hak atas
tanah untuk kepentingan pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru.
Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian
ganti rugi terhadap pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan Rel
Kereta Api di Kab. Barru dan apa kendala yang terjadi pada masyarakat dalam
pemberian ganti rugi terhadap pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan
pembangunan Rel Kereta Api di Kab. Barru.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Research kualitatif. Penelitian
ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat yang tanahnya diambil
untuk pembangunan Rel Kereta Api di Kab. Barru. Metode yang digunakan adalah
penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab pelaksanaan penyelenggaraan
pengadaan tanah pembangunan Rel Kereta Api di Kab. Barru sesuai dengan prosedur
peraturan pencabutan hak atas tanah dan pelaksanaan pemberian ganti rugi dari
pemerintah untuk masyarakat dilakukan melalui mediasi atau musyawarah sehingga
sampai kepada kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah dan tidak terjadi
kendala yang begitu serius hanya saja kendala teknis yang terjadi dimasyarakat yaitu
kelengkapan berkas yang dimiliki masyarakat belum semuanya terpenuhi dan dari
segi hukum kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan umum.
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Berharap agar pemerintah dalam
proses pembayaran ganti rugi  tidak ada kendala karena masyarakat yang tanahnya
teralokasi untuk proyek pembangunan Rel Kereta Api juga memerlukan Dana untuk
keperluan lain. 2) Untuk masyarakat diharapkan agar bisa lebih menanggapi
pentingnya kepemilikan atas tanah secara sah menurut hukum, seperti pendaftaran
tanah bagi tanah yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar sebelumnya
dengan melakukan pendaftaran kembali atas namanya agar mudah dalam
membuktikan diri sebagai pemilik yang sah secara hukum.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam masa pembangunan masalah pertanahan merupakan salah satu hal
yang sangat penting peranannya bagi keberhasilan pembangunan baik pembangunan
yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat atau pihak swasta dan
pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah yang rumit penyelesaiannya, yaitu
persoalan pengambilan tanah milik penduduk atau masyarakat untuk keperluan
proyek pembangunan yang biasa disebut dengan pengadaan Hak atas Tanah dan segi
normatif disebut dengan pengadaan tanah untuk pembangunan.1
Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber
kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa
merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat sebagaimana dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1945 yang menyatakan ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandug didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Begitu penting dan bergantungnya proses kehidupan manusia pada tanah
sehingga tidak mengherankan bila setiap manusia selalu berusaha memperoleh tanah
untuk kepentingan hidupnya. Tanah menjadi barang yang sangat berharga dan
menjadi incaran oleh banyak orang dengan berbagai alasan kebutuhan yang ada.
Keadaan yang demikian menyebabkan harga tanah akan terus meningkat. Kondisi ini
1Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 82.
2lahir dikarenakan sifat tanah yang statis, yaitu luas tanah relatif tidak bertambah,
sedangkan manusia yang membutuhkan tanah jumlahnya semakin lama semakin
bertambah. Dapat dibayangkan bagaimana terbatasnya lahan atau tanah yang tersedia
dibandingka dengan jumlah permintaan akan tanah yang terus meningkat sejalan
dengan bertambahnya jumlah penduduk di muka bumi ini. Berbagai kepentingan
yang ada sulit terealisasi karena tidak tersedianya tanah bagi seluruh pihak yang
memerlukan. Tanah tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan merata
yang pada akhirnya seringkali terjadi banyak benturan berbagai kepentingan antara
para pihak, baik individu, badan hukum, ataupun pemerintah sekalipun.
Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, disebutkan dalam Pasal 2
ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA),
disebutkan bahwa : “ Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya pada tingkat yang lebih tinggi dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Hak menguasai negara dimaksudkan bahwa negara berhak pula untuk ikut
campur tangan dalam pengertian bahwa setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah
tidaklah terlepas dari hak menguasai negara tersebut karena kepentingan umum
adalah diatas kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Namun demikian
3tidaklah berarti bahwa kepentingan individu atau kelompok itu dapat dikorbankan
begitu saja dengan dalih kepentingan umum.
Seringkali dalam kegiatan pengadaan tanah, terutama pembangunan yang
membutuhkan luas tanah yang sangat besar terhadap berbagai jenis status tanah,
dibutuhkan kecermatan dari panitia pengadaan tanah untuk memperoleh tanah
tersebut. Bahkan jika pembangunan tersebut adalah proyek pembangunan jalan yang
harus melewati sebagian atau seluruh batas tanah milik rakyat, tentu akan
memperbesar resiko kemungkinan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat antara
pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah. Persoalan tentang tanah
dalam pembangunan adalah persoalan yang menarik, mengingat pembangunan
nasional sangat membutuhkan tanah tetapi kebutuhan tersebut tidak mudah untuk
dipenuhi.
Tanah adalah sumber daya alam yang merupakan kebutuhan primer manusia.
Hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Menjadi
persoalan, ketika pembangunan harus dilakukan, sementara itu ketersediaan Negara
(tanah yang dikuasai langsung oleh Negara) sangat terbatas. Demi terlaksananya
pembangunan, terpaksa tanah yang sudah dipunyai atau dikuasai oleh rakyat,
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik. Dalam perolehan tanah
untuk keperluan pembangunan itulah tidak jarang terjadi “benturan”. 2
2Suparjo Sujadi, ed., Pergulatan Pemikiran Dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah
Nasional (suatu pendekatan Multidisipliner), (Depok: Badan penerbit FHUI, 2011), h. 159.
4Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk
kepentingan umum di atas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa
pembangunan membutuhkan tanah, tetapi disisi lain tanah Negara yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah
dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar momentum pembangunan
tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan
umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk
memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain
dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.3
Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau
penyelenggaran kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Tiga cara
tersebut antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan
tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tahan secara langsung (jual beli,
tukar-menukar atau cara lain yang disepakati secara suka rela).4
Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah
untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada
prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang
memerlukan tanah dan pemengang hak atas tanah yag tanahnya diperlukan untuk
kegiatan pembangunan agar tercapai kesepakatan, salah satu kesepakatan yanag ingin
dicapai dalam musyawarah adalah masalah ganti rugi.5
3Chaisi Nasucha, Politik Ekonomi Pertanahan Dan Sumber Perpajakan Atas Tanah (Jakarta:
Kesaint Blanc, 1994), h. 74.
4Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004), h. 14.
5Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di
Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),  h. 9.
5Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak
memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan itu, dapat berupa tanah yang dikuasai
secara langsung oleh negara (tanah negara) atau tanah yang sudah dipunyai dengan
suatu hak oleh suatu subyek hukum (tanah hak). Jika tanah yang diperlukan untuk
pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu
pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk
selanjutnya digunakan untuk pembangunan. Namun demikian, tanah negara saat ini
jarang ditemukan, oleh karena itu tanah yang diperlukan untuk pembangunan
umumnya adalah tanah hak yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola
pembangunan dan pemerintahan yang makin besar dan menentukan sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
kewenangan di bidang pertanahan di serahkan pada pemerintah daerah sebagaimana
tercantum dalam Pasal 11 ayat (2). Namun pelaksanaannya menjadi terhambat,
karena pemerintah pusat menunda penyerahan kewenangan di bidang pertanahan
pada daerah kabupaten atau kota.
Selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dareah menetapkan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan
mewajibkan pemerintah kabupaten / kota untuk menyelenggarakan urusan dibidang
pertanahan sebagai bagian dari otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang
6untuk mengelola pembangunan dan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum oleh
pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dilaksanakan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Proyek Pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah merupakan suatu
proyek yang terlebih dahulu direncanakan dalam penetapan rencana pembangunan
untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
Panitia Pengadaan tanah dibentuk untuk membuat dan menyusun pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan dengan melakukan berbagai kegiatan pendahuluan
dalam pelepasan / penyerahan hak atas tanah.6
Disamping itu, tanah-tanah yang diperlukan dalam pembangunan rel kereta
api  di Kab. Barru sebagian besar merupakan sawah  yang merupakan mata
pencaharian dari pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tersebut. Untuk itu
perlu adanya pendekatan yang dapat diterima dan dimengerti masyarakat. Maka perlu
ditanamkan pengertian kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah
6Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994),hal 79.
7bahwa tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA
yang menyatakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Disamping itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan yaitu untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah sebagaimana
ketentuan Pasal 18 UUPA “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa
dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberi ganti Rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang”.
Oleh sebab itu dalam rangka penyelesaian masalah tersebut dilakukan
musyawarah antara panitia pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah. Musyawarah dilaksanakan sebagai suatu proses
atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan
keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah
dengan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai
ganti Rugi.
Masalah ganti rugi ini menjadi komponen paling sensitif alam proses
pengadaan tanah. Negosiasai mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi seringkali
menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut, akibatnya tidak ada titik temu
yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Tim penilai pertanahan yang
ditunjuk sebagai penilai atau penaksir ganti rugi bertanggung jawab atas nilai ganti
rugi yang ditawarkan.
8Seringkali pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum
menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat dengan berbagai alasannya,
sehingga membuat proses pelaksanaannya menjadi berlarut-larut. Sementara itu hak
atas tanah oleh individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara
seimbang oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa banyak kasusu pengadaan atas
tanah untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi menjadi
persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana
pembangunan dalam kenyataannya menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi
bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah masyarakat
dalam bermobilisasi, pemerintah telah membangun jalan jalur rel kereta api.
Secara garis besar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum meliputi beberapa tahapan, yaitu :
1. Tahap penetapan lokasi;
2. Tahap penyuluhan;
3. Tahap penentuan lokasi dan inventarisasi;
4. Tahap pengumuman hasil inventarisasi;
5. Tahap musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti Rugi;
6. Tahap pelaksanaan pemberian ganti Rugi;
7. Tahap pelepasan atau penyerahan dan permohonan hak atas tanah.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah diganti dengan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
9Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secara prinsip sama prosedurnya,
memberikan suatu Landas hukum bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai
kesulitan pertanahan ketika pemerintah melakukan proyek pembangunan untuk
kepentingan umum, dan memberi perlindungan terhadap warga masyarakat
pemegang hak atas tanah terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang
dari penguasa dengan dalih untuk kepentingan umum serta mengarahkan pelaksanaan
pengadaan tanah yang dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam
kehidupan manusia.
Pelaksanaan pelepasan tanah guna membangun jalan jalur rel kereta api
meliputi lima wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep,
Kabupaten Barru, dan Kota Pare-Pare. Total seluruhnya yang direncanakan sepanjang
145 km. Wilayah Kabupaten Barru harus membebaskan tanah proyek jalan jalur rel
kereta api dimulai dari perbatasan Kabupaten Barru hingga perbatasan Kota Pare-
Pare yang membutuhkan biaya sampai 30 Miliyar termasuk pembuatan stasiun,
berlum termasuk pembebasan lahan.
Pembangunan rel kereta api tahap awal dari Makassar- Pare-Pare, akan
dilengkapi dengan lima stasiun utama. Stasiun utama akan dibangun disetiap Ibu
Kota Kabupaten yang dilintasi rel sepanjang 145 km. Selain itu adapula stasiun
penyangga.
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Proyek jalan jalur rel kereta api ini dimulai sejak perencanaan pada tahun
2014, sedangkan pada tahun 2015 pemasangan rel pertama telah dilakukan pada hari
jum’at 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten
Barru. Pemasangan rel disaksikan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementrian
Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan dan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi, melalui
berbagai macam proses dimulai dari pendataan, penilaian, dan pelaksanaan. Namun
tidak secara serentak dalam pembebasan lahan jalan jalur rel kereta api yang Wilayah
ditiap Kecamatan, prosesnya melalui beberapa tahapan. Sejak tahun 2014 sampai
sekarang ini pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan jalur rel kereta api baru
mencapai 50%.7
Jalur sepanjang kurang lebih 145 km ini merupakan tahap pertama dari
pembangunan jalur kereta api Trans sulawesi dari kota makassar menuju pare-pare.
Dan kabupaten barru menjadikan dirinya dalam sejarah di mana kabupaten barru
menjadi tempat pertama kalinya pembangunan jalur rel kereta api di luar pulau jawa
dan sumatera. Dari perjalanan mulai tahun 2014 sampai sekarang proses pencabutan
atau pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api tersebut
mempunyai banyak problematika atau masalah yang dapat diteliti mulai dari
pelaksanaan pembangunan rel kereta api dan kendala-kendala d yang dapat terjadi
dalam masyarakat sejak di mulainya pembangunan rel kereta api.
7http://jalur kereta.api.trans.sulawesi.wikipedia.bahasa.indonesia.bebas.htm
11
Maka dari itu permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENCABUTAN HAK
ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN REL KERETA API
DI KABUPATEN BARRU”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap pencabutan hak atas tanah untuk
kepentigan pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru. Pada penelitian ini juga
peneliti akan mengkaji apa kendala yang terjadi pada masyarakat dalam pemberian
ganti rugi untuk kepentingan pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.
2. Deskripsi Fokus
Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang
setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu
pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus.
Pencabutan Hak atas Tanah adalah sebagai tindak lanjut dalam hal usaha
pemerintah untuk memperoleh tanah dari rakyat melalui pmbebasan tanah
(musyawarah) tidak berhasil.
Pembangunan adalah segala upaya yanng dilakukan secara terencana dalam
melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia.
Rel adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan
sejenis seperti trem dan sebagainya.
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Kereta api adalah salah satu alat trasportasi yang dapat mengangkut
penumpamg dalam jumlah besar (masal), memiliki kenyamanan keselamatan
perjalanan yang lebih baik dan lebih sedikit halangannya dibandingkan dengan
trasportasi lain.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan
masalah yaitu:
1. Bagaimana Pelaksanaan Ganti rugi Terhadap Pencabutan Hak atas Tanah
untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru?
2. Apa Kendala-Kendala yang Terjadi pada Masyarakat dalam Pemberian
ganti rugi terhadap Pencabutan Hak atas Tanah untuk kepentingan
pembangunan rel kereta api di kabupaten barru?
D. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan Pelaksanaan Ganti Rugi
Terhadap Pencabutan Hak  atas Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta
Api di Kabupaten Barru, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi
bahan perbandiingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:
Pertama, buku yang berjudul “Hukum agraria” oleh Supriadi, SH., M,Hum.
Yang membahas tentang Hukum agraria secara umum termasuk pengertian agraria,
pengertian Tanah, sumber-sumber hukum tanah di indonesia dan Pencabutan Hak
atas Tanah sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang Tanah.8
8Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.  448.
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Kedua, buku yang berjudul “Peralihan Hak atas Tanah” oleh Adrian Sutedi,
S.H., M.H. dalam buku ini membahas beberapa masalah pertanahan di Indonesia
seperti beberapa landasan hak milik atas tanah, hakikat hak milik atas tanah, peranan
dan kedudukan Hak milik atas tanah serta dampaknya dalam pembangunan.
Sedangkan pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai pelaksanaan
ganti rugi terhadap pencabutan hak atas tanah untuk kepentinngan pembangunan rel
kereta api.9
Ketiga, buku yang berjudul “Hukum Agraria Dalam Presfektif” oleh Bachsan
Mustafa, SH. Buku ini memaparkan megenai defenisi dari Hukum Agraria.
Pembahasannya mengenai hukum agraria , penerapannya di masyarakat dan kaitan-
kaitannya dengan Undang-undang Dasar 1945. Lebih lanjutnya buku ini mengatakan
“Hukum Agraria adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun
yang tidak tertulis yang mengatur Agraria.10
Keempat, buku yang berjudul “Hak-Hak atas Tanah” oleh Kartini Muljadi
dan Gunawan Winjaya. Buku ini menjelaskan atau memberikan konstribusi positif
dan Praktis terhadap kejelasan hak-hak atas tanah dalam UU Pokok Agraria yang
telah diundangkan dan diberlakukan selama lebih dari empat dasawarsa, dalam buku
ini menyajikan hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan konprehensif dan sistematik.
Kelima, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan
Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada proyek Pembangunan Terminal
9Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 272.
10Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Presfektif (Bandung: Remaja Karya CV, 1997), h.
10
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Bumiayu” yang diselesaikan pada Tahun 2007 oleh TATIT JANUAR HABIBI.
Dalam skripsinya dibahas mengenai Pengadaan Tanah untuk pembangunan dalam
skripsi ini juga kebanyakan mengambil ruang lingkup dan teori dan dasar hukum
tentang pengadaan tanah untuk pembangunan. Sedangkan dalam penelitian kali ini,
peneliti tidak hanya meneliti dari segi pengadaan tanah untuk pembangunan, akan
tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan ganti rugi dalam
pembangunan rel kereta api.11
Keenam, Tesis yang berjudul “Diferensiasi Pelaksanaan Pembebasan dan
Pencabutan Hak atas Tanah Di Indonesia” oleh Dian Cahayani pada program
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
diselesaikan pada tahun 2015. Dalam Tesis ini membahas tentang perbedaan atau
diferensiasi pelaksanaan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah di Indonesia
menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah memang diberikan
wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk keperluan pembangunan. Tetapi
pengambilan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.12
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberian Ganti rugi Terhadap
Pencabutan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api
di Kabupaten Barru.
11Tatit Januar Habibi, Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan bentuk Pengawasan Panitia
Pengadaan TanahPada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu (Semarang: skripsi, 2007), h. 138.
12Dian Cahayani, Diferensiasi pelaksanaan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah di
Indonesia, Tesis (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015)
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b.Untuk mengetahui apa Kendala-Kendala yang Terjadi pada Masyarakat dalam
Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak atas Tanah untuk
Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru.
2. Kegunaan Hasil Penelitian
a. Kegunaan Teoritis, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk
perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang
menyangkut dengan hukum pertanahan/ hukum agraria
b. Kegunaan Praktis, Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan
bagi pembaca/masyarakat sehingga pembaca/masyarakat mengetahui
bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah dalam
pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api
di Kabupaten Barru.




A. Tinjauan Umum Ganti Rugi
1. Pengertian Ganti Rugi
Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang
setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu
pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus.
Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012
adalah: penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan pasal 33,
penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang berbidang tanah, meliputi:
a. Tanah
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
c. Bangunan
d. Tanaman
e. Benda yang berkaitan dengan tanah
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.1
Bentuk ganti kerugiannya diatur pada pasal 36 UU Nomor 2 tahun 2012 yang




1Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang ganti rugi
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d. Kepemilikan saham atau
e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
Perbandingan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur
tentang hal yang sama seperti bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan
dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
a. Dalam bentuk uang
b. Tanah pengganti
c. Pemukiman kembali
d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi kerugian sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sementara itu,
dalam proses pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, tidak senantiasa berjalan dengan lencar terutama yang
berkaitan dengan penentuan bentuk mauoun jumalah ganti kerugian. Dalam
hal ini tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan
pemilik/pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan tersebut tidak
mungkin untuk dipindahkan ke lokasi lain, maka berdasarkan keputusan
presiden Nomor 5 Tahun 1993 ditempuh upaya pencabutan hak atas tanah
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
Sedangkan berdasarkan peraturan presiden nomor 65 Tahun 2006 dapat
dilakukan dengan ganti kerugian uang yang dititipkan kepada pengadilan
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Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan yang
dikenal dengan istilah konsiyasi.
Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi
karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan mem-bandingkan
keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi
wanprestasi.2
Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya
Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan
perbuatan wanprestasi.3 Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan
keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap,
kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira
sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi
obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya
wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar
kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan
nilai keutungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir
Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan pasal 1248
KUHPerdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan
undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur
sebagai akibat wanprestasi.4
Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H.
Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian
2R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Binacipta, Bandung, 1977), h. 17.
3M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Alumni, Bandung, 1986), h. 66.
4Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Alumni, Bandung, 1982), h. 41.
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kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh
perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang
lain.5 Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah
berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang
bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang
merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan
situasi yang seyogyanya akan timbul anadaikata pelanggaran norma tersebut tidak
terjadi.
Lebih lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak
melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah
wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian kerugian dibentuk oleh
perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaiaman dalam kenyataannya keadaan
harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu
akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi).
Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi
berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan
(baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran
norma oleh pihak lain.
5Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan,
(Airlangga University Press, Surabaya, 1985), h. 54.
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2. Unsur-unsur Ganti Rugi
Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan :
“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya,
terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya
harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta
perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”
Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdata tersebut,
dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :
a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya
ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan ata barng kepunyaan kreditur akibat
kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh
diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan,
ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan
perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai,
kreditur kehilangan keutungan yang diharapkannya. Misalnya A akan
menerima beras sekian ton dengna harga pembelian Rp. 250,00 per kg.
Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan
harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang
diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A
kehilangan keutungan yang diharapkan Rp. 25,00 per kg.6
6Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.
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Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik,
kerugian terdiri dari dua unsur :
a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi
b. Keutungan yang tidak peroleh (lucrum cessans) meliputi bunga.7
Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi
kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.
Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :
1) Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk
mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang
ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi
yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya
dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului
protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi ;
3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena
keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut
oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;
4) Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban
prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.8
7Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan
Dari Undang-Undang), (Mandar Maju, Bandung, 1994), h. 14.
8J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), (Alumni, Bandung, 1999), h. 147.
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3. Sebab-Sebab Kerugian
Dari pengertian kerugian pada sub bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa
kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan
(perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu
peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeserkan
kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian
tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.
Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:9
a. Harus ada hubungan kausal
b. Harus ada adequate
Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang
timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi
kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur.
Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan adequat.
1. Hubungan Sine Qua Non (Von Buri)
Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa
telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non
kerugian tersebut.
Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak
dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan
suatu kesatuan yang disebut “sebab”.
Nieuwenhuis memberikan contoh menarik untuk ini :
9 Nurhayati Abbas, Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan,
Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas
Hasanuddin, Makassar.
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C menyewakan sejumlah kamar kepada beberapa orang, termasuk A dan B. Kamar-
kamar tersebut terletak di atas ruang konfeksi milik C. Menurut kontrak sewa, para
penyewa dilarang menggunakan alat masak listrik. Dalam urutan kronologis terjadi
yang berikut ini:10
a. A menghubungkan alat listrik pemasak air dengan jaringan listrik.
b. B menggunakan alat listrik pemanas air dalam kamar mandi, yang
menyerap tenaga listrik yang sama.
c. Aliran listrik terhenti dan mesin-mesin jahit listrik di ruang konfeksi C
terhenti.
Apa yang menjadi “penyebab” berhentinya mesin-mesin jahit listrik tersebut?
Mesin-mesin itu tidak akan berhenti andaikata A tidak menggunakan alat listrik
pemanas air, Jadi tingkah laku A berpengaruh terhadap berhentinya mesin-mesin jahit
tersebut. Peristiwa a merupakan syarat untuk timbulnya peristiwa c. Dalam artinya
bahwa tanpa a, c tidak akan terjadi (condicio sine qua non).
Kalau “penyebab” dirumuskan sebagai tiap peristiwa, yang tanpa peristiwa
tersebut peristiwa lain tidak akan terjadi, maka b juga merupakan “penyebab”
berhentinya mesin-mesin jahit tersebut. Anadaikata B tidak menggunakan alat
pemanas air di kamar mandi, maka tidak akan ada kelebihan beban listrik dan mesin-
mesin jahit itu tidak akan berhenti. Jadi,meskipun peristiwa a dan b kedua-duanya
merupakan conditio sine qua non untuk peristiwa c, namun ahli hukum hanya
mengkualifikasikan perbuatan A sebagai penyebab berhentinya mesin-mesin jahit
tersebut dan kerugian yang ditimbulkan, karena baginya yang penting adalah
menetapkan apakah kerugian dapat dibebankan pada orang lain daripada yang
10Mr. J.H. Nieuwenhuis, Op cit., h. 61.
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dirugikan. Karena ini hanya mungkin jika kerugian adalah akibat pelanggaran norma
oleh orang lain itu, maka ahli hukum hanya menaruh minat akan syarat-syarat untuk
timbulnya kerugian dimana terdapat pula pelanggaran norma hukum. Penyebab
dalam arti yuridis dalam situasi di atas hanya penggunaan alat pemanas air minum
oleh A (yang dilarang) meskipun perbuatan B dalam ukuran yang sama turut berperan
dalam timbulnya kerugian.
2. Hubungan Adequat (Von Kries)
Kerugian adalah akibat adequat pelanggaran norma apabila pelanggaran
norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian.
Inilah inti ajaran penyebab yang adequat.
Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut
sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad
memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut
pengalaman dapat diharapkan / diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan.
Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitet dan pertanggungan jawaban.
Hoge Raad menganut ajaran adequate. Hal ini ternyata dari arrest-nya
tanggal 18 November 1927, dimana dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan akibat
yang langsung dan seketika adalah akibat yang menurut aturan-aturan pengalaman
dapat diharapkan terjadi.
4. Wujud Ganti Rugi
Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge
Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus
dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa
saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat
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adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain
daripada sejumlah uang.
Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika Hoge Raad
menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko
perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu
ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Hof
memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara
mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan
perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hoge
Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.
Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang
cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan
dalam sejumlah uang tertentu.11 Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa
berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan.
Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan onrechtmatige daad, maka syarat
“dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti
itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.
Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti
rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang.
Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana
pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai
dengan uang.
11 J. Satrio, Op Cit., h. 153.
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Sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar onrechtmatige daad.
Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengna uang,
secara tegas-tegas diakui, seperti pada pasal 1601w KUHPerdata yang menyatakan
bahwa :
“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan
dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak
lawan tidak dapat dinilaikan dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu
jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.
Lebih dari itu Pitlo secara tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan
menikmati kesegaran hidup (gederfde levensvreugde) dapat menjadi dasar untuk
tuntutan ganti rugi; demikian juga kehilangan nilai-nilai affectie. Tuntutan ganti rugi
(kerugian idiil) sebesar f. 600,00 oleh seorang komponis atas dasar telah
dibawakannya lagu ciptannya dalam suatu pertunjukan komersial (dengan memungut
bayaran) tanpa mendapat izinnya lebih dahulu telah dikabulkan oleh Raad van Justite
Batavia dalam keputusannya tanggal 11 Maret 1927. Dengan demikian di sini dasar
pemikirannya bukannya tidak boleh memberikan ganti rugi kepada kerugian yang
berwujud lain, tetapi karena kerugian yang berwujud lain itu tidak dapat diganti
dengan uang.
Jadi yang dimaksud bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi
apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang.
Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang.
Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa
dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah
uang), kebutaan dibantu dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara
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berkala), kenikmatan estetika bisa diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang
harus dibeli atau dibayar dengan sejumlahuang). Konsekuensinya, Hakim tidak
berhak menetapkan ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau
bagaimanapun dengan uang itu (kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki,
kecuali sudah tentu kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.
5. Bentuk-Bentuk Kerugian
Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :
a. Kerugian materiil
b. Kerugian immateriil
Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil.
Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil,
tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu
berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.
Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit
sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: bagaimana mengganti kerugian penderitaan
jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata
berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B.
Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun
memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi
terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu
perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan
sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.
Seperti dalam contoh di atas, tentu tidak dapat diganti kegoncangan jiwa yang
diderita oleh si pembeli tersebut. Tetapi debitur dapat “dibebankan” sejumlah biaya
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pengobatan rehabilitasi. Misalnya ongkos dokter dan biaya sanatorium. Sampai
benar-benar si kreditur itu pulih kembali. Atau kalau kita ambil kecelakaan yang
semakin merajalela di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan , A menabrak B
sehingga kakinya harus diamputasi. Tak mungkin debitur mesti mengganti kaki yang
dipotong itu. Bagaimana mengherstel kaki yang sudah dipotong. Yang rasional ialah
sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini sesuai pula dengan ketentuan pasal
1371 KUHPerdata yang menyatakan : cacat atau puntung pada bagian badan / tubuh
yang dilakukan dengan “sengaja” atau oleh karena “kurang hati-hati”, memberi hak
kepada orang itu menuntut “bayaran” di luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat
ditarik kesimpulan si korban dapat menuntut ganti rugi “kebendaan” atau kerugian
yang non-ekonomis, yang terdiri dari :
a. sejumlah biaya pengobatan ;
b. dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan keadaan cacat yang diderita
Mengenai ukuran uang bayaran cacat di luar pengobatan tadi, dinilai atas dasar
“kedudukan dan kemampuan” kedua belah pihak, sambil memperhatikan hal ihwal
kejadian itu sendiri.
Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan suatu yang
bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang lebih tepat diganti
dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis pula. Umpamanya “hak perseorangan”
(persoonlijkerechten) : integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik
dan sebagainya. Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan
tadi, jauh lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang.
Namun di luar hal-hal yang tersebut tadi biasanya ganti rugi non-ekonomis
lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya. Asal
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benar-benar jumlah ganti rugi tadi “efektif” banyaknya sesuai dengan perhitungan
yang memungkinkan tercapainya hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula.
Misalnya pengobatan sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan
selanjutnya, haruslah benar-benar efektif nilainya (effectieve waarde).
6. Pengertian ganti rugi menurut undang-undang
Landasan hukum penetapan ganti kerugian menurut PMDN No. 15/1975 ,
Kepres No. 55/1993 dan Perpres 36/2005 yaitu sama-sama atas dasar musyawarah.
Adapun pengertian ganti rugi menurut Perpres No. 36/2005 dalam pasal 1 ayat (11)
yaitu :
Ganti Kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik
dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang
dapat memberikan kalangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Istilah ganti rugi tersebut dimaksud adalah pemberian ganti atas kerugian
yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya haknya tersebut. Masalah
ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah.
Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses
yang panjang, dan berlarut-larut (time consuming) akibat tidak adanya titik temu yang
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti kerugian
fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti
pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan kelokasi yang baru.
Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut harus tidak membawa dampak
kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut
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melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal
sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.12
Adapun dalam Perpres No. 36/2005 pasal 12 mengatur masalah ganti rugi
diberikan untuk : Hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 13 ayat (1) menerangkan tentang pemberian
bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali.
Sedangkan dalam ayat (2) mengenai penggantian kerugian apabila pemegang hak atas
tanah tidak menghendaki bentuk ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam ayat
(1) maka bentuk kerugiannya diberikan dalam bentuk kompensasi berupa penyertaan
modal (saham).
Untuk penggantian terhadap tanah ulayat yang dikuasai dengan hak ulayat dan
terkena pembangunan maka dalam pasal 14 Perpres No. 36/2005 ganti kerugiannya
diberikan dalam bentuk fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi
masyarakat setempat.
Dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh instansi Pemerintah
hanya diberikan kepada faktor fisik semata (vide pasal 12 Perpres 36/2005). Namun
demikian, seharusnya patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-
faktor non fisik (immaterial).
Dalam pengadaan tanah, kompensasi didefinisikan sebagai penggantian atas
faktor fisik (materiil) dan non-fisik (immaterial). Bentuk dan besarnya kompensasi
haruslah sedemikian rupa hingga masyarakat yang terkena dampak kegiatan
pembangunan tidak mengalami kemunduran dalam bidang sosial maupun pada
tingkat ekonominya.
12Maria S.W. Sumardjono, op.Cit, hlm 200.
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Kompensasi dalam rangka pengadaan tanah dibedakan atas: Kompensasi atas
faktor fisik (materiil) meliputi penggantian atas: Tanah hak baik yang bersertipikat
dan yang belum bersertipikat, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa
alas hak yang dengan atau tanpa ijin pemilik tanah, bangunan, tanaman, benda-benda
lain yang ada kaitannya dengan tanah. Kompensasi atas faktor non-fisik (immateriil)
yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat/kepentingan
yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena pembangunan sebagai
akibat kegiatan pembangunan tersebut.
Dalam hal ini ganti kerugian hanya diberikan kepada orang-orang yang hak
atas tanahnya terkena proyek pembangunan. Pada kenyataannya, masyarakat disekitar
proyek tersebut juga terkena dampak, baik yang positif maupun negatif, seperti
kehilangan akses hutan, sungai dan sumber mata pencaharian lainnya. Bentuk ganti
kerugian komunal harus diperhatikan berdasarkan hukum adat komunitas setempat.
Inventarisasi asset saja tidak mencukupi dan diusulkan untuk terlebih dahulu
melakukan survai sosial ekonomi yang menyeluruh sebelum pembebasan tanah
dilakukan. Perlu juga dikembangkan bentuk ganti kerugian dalam pola kemitraan
jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemilik modal (swasta) atau
pemerintah dengan masyarakat pemilik hak atas tanah.
Pada peraturan sekarang hanya ditentukan penggantian kerugian terbatas bagi
masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, berarti ahli warisnya. Ketentuan
ini tanpa memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang bukan pemilik,
seperti penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati
serta untuk kepentingan umum, masyarakat kontribusi dari pembangunan itu, serta
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rekognisi sebagai ganti pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat mereka
yang telah digunakan untuk pembangunan.
7. Dasar/Cara Perhitungan Ganti Rugi
Perpres Nomor 36 /2005 menentukan dasar dan cara perhitungan ganti
kerugian/harga tanah yang didasarkan kepada nilai nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Namun Perpres ini tidak
memperhitungkan pemberian kompensasi untuk faktor non fisik. Adapun perhitungan
kompensasi faktor fisik sebagai berikut:
a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas13: Harga tanah
yang didasarkan atas nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya
dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan
penetapan lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia dan
dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut : Lokasi dan
letak tanah, Status tanah, Peruntukan tanah, Kesesuaian penggunaan
tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau perencanaan ruang
wilayah atau kota yang telah ada, Sarana dan prasarana yang tersedia.
Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah, Nilai jual bangunan yang
ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang
bangunan, Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertanggung jawab dibidang pertanian.
13Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : LPHI
2005) h.166.
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b. Dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah Ditetapkan
oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Kesulitan yang dihadapi dalam
perhitungan ganti rugi oleh lembaga/tim penilai dan tim panitia
pengadaan tanah pemerintah kota dan kabupaten adalah adanya
perbedaan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan dalam nilai jual
objek pajak (NJOP). Dalam berbagai kasus, sering terjadi harga tanah
merupakan hasil musyawarah antara tim panitia pengadaan tanah yang
meminta harga lebih tinggi dari NJOP.
8. Pihak Yang Berhak Menerima Ganti Rugi
Perpres Nomor 36/2005 membatasi pihak yang menerima ganti rugi kepada
pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan nadzir, bagi tanah wakaf.
Dalam hal kompensasi ini diberikan semata-mata hanya untuk pihak yang
terkena rencana pembangunan dalam pengadaan tanah yang diberikan atas faktor
fisik semata, padahal ada faktor non fisik juga, maka seharusnya yang berhak
menerima kompensasi tidak terbatas pada 2 (dua) subyek tersebut diatas. Karena pada
prinsipnya kompensasi diberikan langsung kepada masyarakat yang karena
pelaksanaan pembangunan mengalami atau akan mengalami dampak pada hak dan
kepentingan atas tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, dan atau benda-benda
lain yang ada diatasnya.
Berdasarkan Perpres Nomor 36/2005, jika tanah, bangunan, atau benda yang
berkaitan dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu
atau beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan, maka ganti kerugian yang
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menjadi hak orang yang tidak diketemukan tersebut, dititipkan di Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan (pasal 16 ayat 2).
Jauh sebelum lahirnya tentang ketentuan ganti kerugian sebagai jalan
menyelesaikan konflik pemilik dan pengelolaan tanah, Islam telah mengatur
sedemikian rupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah swt
berfirman dalam QS.An-Nisa/4:86
                   
Terjemahan:
“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah
penghormatan itu (dengan yang serupa), Sesungguhnya Allah
memperhitungankan segala sesuatu.”14
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya,h.91.
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B. Tinjauan Hukum Pengadaan Tanah
1. Pengertian pengadaan Tanah
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan
bahwa :
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ketentuan ini berarti
Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan menyediakan tanah
bagi negara untuk kepentingan bangsa dan negara namun dengan cara memberikan
ganti kerugian yang layak kepada pemegang haknya agar supaya dapat menjamin
kesejahteraan ekonomi bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena kegiatan
pengadaan tanah.
2. Asas pengadaan tanah
Asas-asas pengadaan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012 yang menentukan:












3. Panitia Pengadaan Tanah
Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2014 tidak diatur secara tegas bagaimana susunan Tim atau Panitia
Pengadaan Tanah, namun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
ditentukan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh
Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 27 menentukan bahwa : Beradasarkan Penetapan
Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah
mengajukan pelaksanaan Pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan dan pada
Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam
pelaksanaan pengadaan Tanah Diselanggarakan Oleh Kepala BPN. Dengan demikian
jelas, bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada prinsipnya
dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat
mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota.
4. Tugas Panitia Pengadaan Tanah
Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah dalam Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 tidak diatur secara tegas dalam satu Pasal, namun jika di rangkum secara
umum maka tugas dan fungsi dari Panitia Pengadaan Tanah dalam undang-undang ini
banyak yang dirumuskan dari Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebagaimana telah dirubah dan dilengkapi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006.
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5. Tahapan pengadaan tanah
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan
tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui :
a. Perencanaan
b. Persiapan
Persiapan pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 meliputi:
1) Pemberitahuan rencana pembangunan
2) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
3) Konsultasi publik rencana pembangunan
4) Penetapan lokasi pembangunan
5) Pembangunan penetapan lokasi pembangunan
c. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71
tahun 2012 meliputi:
1) Inventarisasi dan identifikasi
2) Penetapan nilai
3) Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
4) Pemberian ganti kerugian
5) Pelepasan objek pengadaan tanah
6) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek
pengadaan tanah
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7) Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrative
pengadaan tanah
C. Tanah dan Hak Atas Tanah
1. Pengertian tanah
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah,
yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diasata sekali. Pengertian tanah daiatur
dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam pasal diatas adalah
permukaan bumi.15Maka permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihak
oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul diatas hak
atas ermukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-
benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum
yang dimaksud adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas
yang berkaitan dengan hubungan antar tanah dengan tanaman dan bangunan yang
terdapat diatasnya.
Dalam ruang lingkup agraria16tanah merupakan bagian dari buumi, tanah yag
dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam
15Citra Aditya Bakti, Tasiran Undang-undang Pokok-pokok Agraria, cetakan kesepuluh
(Bandung: 1997), hal. 94.
16Urip Santoso, Hukum Agraria. Op.Cit hal. 10.
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pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dalam pasal 4 ayat (1)
UUPA, yaitu: atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang diberikan kepada dan dipuyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yanng dimaksud atas
penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan
larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang, untuk perbuatan, yang merupaka isi hak
penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Hukum tanah
adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan
hak atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang
konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara
sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu
sistem.
Adapun Ayat dan Hadits yang menceritakan tentang tanah, sebagaimana
firmannya dalam QS. Al-A’raf/7: 57.
                           




dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum
kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa
awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan
hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai
macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang
telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.17
2. Pengertian Hak Atas Tanah
Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA tertulis bahwa :
“Atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, di mana hak atas tanah
ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah yang bersangkutan
sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih
tinggi”.
Dalam pasal 16 ayat (1) UUPA, dengan jelas tertulis macam-macam hak atas
tanah yang dapat dimiliki baik secara sendiri maupun dengan bersama-sama orang
lain, hak atas tersebut adalah:18
a. Hak milik
Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan UUPA khususnya dalam pasal 20
tertulis bahwa: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6”
Hak milik itu sendiri berdasarkan ayat (2) dari pasal ini menyatakn bahwa hak milik
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan hak milik
menurut Islam yang tidak mengakui hak milik atas sesuatu benda secara mutlak,
karena hak mutlak pemilikan atas sesuatu benda hanya pada Allah.
b. Hak guna usaha
17Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 157
18Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar
Pokok Agraria, h. 9.
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Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menyatakn bahwa:
“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 29 guna perusahaan
pertanian, perikanan, dan peternakan.”
Jadi hak guna usaha dalam hal ini haya semata-mata diperuntukkan bagi suatu
kegiatan produksi tertentu serta mempunyai batas waktu tertentu dalam
pengelolaannya.
D. Hak guna bangunan
Dalam pasal 35 UUPA mengatur tentang hak guna bangunan yang dinyatakan
bahwa:
“Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memperoleh bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama
30 tahun.”
Hak guna bangunan berdasarkan pengertian diatas dapat diketehui bahwa hanya
diperuntukkan dalam hal mendirikan dan mempunyai bangunan. Mendirikan berarti
membuat bangunan baru atau membeli bangunan yang berdiri di atas hak guna
bangunan.
E. Hak pakai
Pengertian hak pakai menurut pasal 41 UUPA adalah sebagai berikut:
“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberianya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengotanah tanah, segala sesuatu
asal tidak bertentangan degan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.”
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Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang diberikan wewenang
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan baik secara Cuma-Cuma dengan
pembayaran ataupun dengan pemberian berupa jasa akan tetapi tidak bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
F. Hak sewa
Hak sewa dalam UUPA secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (1)
yang menyatakan bahwa:
“Seorang atau badan hukum yang mempuyai hak sewa atas tanah.”
Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pembayaran
sewa dapat dilakukan:
a) Satu kali atau pada tiap waktu-waktu tertentu.
b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal  inni tidak boleh
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Mengenai prosedur
untuk memperoleh hak sewa tersebut harus melalui suatu perjanjian yang dibuat
dihadapan notaris atau camat setempat sehingga memiliki dasar hukum.
G. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia dan diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan
mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya
diperoleh hak milik atas tanah itu. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUPA
khususnya pasal 46 ayat (1) dan (2).
H. Hak-hak yang sifatnya sementara
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Adapun hak-hak yang diberi sifat sementara oleh UUPA dimaksudkan bahwa
suatu ketika hak-hak tersebut akan ditiadakan sebagai lembaga-lembaga hukum
karena UUPA menganggapnya tidak sesuai dengan asas-asas hukum agraria terutama
mengenai dicegahnya tindak pemerasan. Hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak
sewa tanah pertanian adalah hak-hak untuk menguasai tanah kepunyaan orang lain.19
D. Pengertian Pencabutan Hak atas Tanah
Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang disediakan
pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum,
yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan
negara, serta kepentingan pembangunan. Dalam pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961
dinyatakan :
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan maka presiden
dalam keadaan memaksa setelah mendengan menteri agraria, menteri kehakiman dan
menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang
ada diatasnya.
Memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 diatas,
maka sebelum presiden mengeluarkan keputusan terhadap tanah yanng akan dicabut
hak-hak atasnya, terlebih dahulu mesti dilakukan suatu proses permohonan yang
diajukan oleh yang berkepentingan. Dalam pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 1961
dinyatakan bahwa:
19http://raypratama.blogspot.com/2012/02/hak-atas-tanah.html. Diakses pada hari Senin, 15
September 2014, jam 14.00 WITA.
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Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan benda tersebut,
diajukan oleh yang berkepentingan kepada presiden dengan perantaraan menteri
agraria, melalui kepala inspeksi agraria yang bersangkutan (ayat (1)). Permintaan
tersebut oleh yang berkepentingan disertai dengan: (a) rencana peruntukannya dan
alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan itu,
(b) keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta benda-benda yang
bersangkutan, (c) rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu
dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang
bersangkutan.
Dalam penjelasan umum UU Nomor 20 Tahun 1961 dinyatakan bahwa
undang-undang ini memuat 2 macam cara pencabutan hak, yaitu cara biasa dan cara
untuk keadaan mendesak, yang memerlukan penguasaan tanah dan benda-benda yang
bersangkutan dengan segera.
a. Pengertian Pencabutan Hak
Pencabutan hak atas tanah ini adalah sebagai tindak lanjut dalam hal usaha
pemerintah untuk memperoleh tanah dari rakyat melalui pembebasan tanah
(musyawarah) tidak berhasil.
Pencabutan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak,
dilakukan oleh pemerintah dalam lapangan agrarian, ditujukan kepada pemegang hak
berdasarkan kekuasaan yang khusus. Dalam hal ini yakni penguasa yang berwenang
(presiden).
Pencabutan hak menurut UUPA adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu
pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi
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hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam
memenuhi sesuatu kewajiban hukum.
Kebijakan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menghormati hak-hak atas tanah
dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan.
Syarat-syarat pencabutan hak:
1. Dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dan kepentingan
pembangunan.
2. Memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak.
3. Dilakukan menurut cara yang di atur oleh undang-undang.
4. Pemindahan hak menurut cara biasa tidak mungkin lagi dilakukan
(misalnya jual-beli atau pembebasan hak).
5. Tidak mungkin memperoleh tanah di tempat lain untuk keperluan
tersebut.
Sesuai dengan ketentuan, bahwa pencabutan hak hanya dilakukan untuk
kepentingan umum dan hanya dalam keadaan yang memaksa sebagai jalan yang
terakhir, maka walaupun acara pencabutan hak sudah dimulai, bahkan sudah ada surat
keputusan pencabutan haknya sekalipun jika kemudian dapat dicapai persetujuan
dengan cara jual-beli, tukar-menukar atau pembebasan hak, cara itulah yang akhirnya
harus ditempuh.
Sehubungan dengan itu ditentukan pula, bahwa jika telah dilakukan
pencabutan hak tetapi ternyata, bahwa tanah dan/atau benda-benda yang
bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana semula yang mengharuskan
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dilakukannya pencabutan hak itu, maka para bekas pemiliknya diberi prioritas utama
untuk mendapatkannya kembali.
b. Dasar Hukum Pencabutan Hak
1) Pasal 18 UUPA No. 5/1960 tentang pokok-pokok agrarian untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan undang-undang.
2) Instruksi Presiden No. 9/1973 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan
pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
Pasal 1 :
(a) Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai
sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :
1) Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau
2) Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
3) Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
4) Kepentingan Pembangunan
(b) Bentuk-bentuk kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat








6) Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
7) Kesehatan;
8) Olahraga;
9) Keselamatan Umum terhadap bencana alam;
10) Kesejahteraan Sosial;
11) Makam/Kuburan;
12) Pariwisata dan Rekreasi
13) Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan
umum.
(c) PP No.39/1973 tentang Acara penetapan ganti rugi oleh Pengadilan
Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda
yang ada di atasnya.
(d) Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
John Salindeho telah merumuskan kepentingan umum sebagai kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan
segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar asas-asas
Pembangunan Nasional dengan mengindahkan ketahanan Nasional serta Wawasan
Nusantara.20 Menurut ketentuan hukum yang berlaku, berkenaan dengan pencabutan
hak atas tanah maka untuk pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus
dipenuhi adanya beberapa persyaratan.
20John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar grafika, 1988), h. 40.
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Adapun persyaratannya yaitu: Pertama, pencabutan hak hanya dapat
dilakukan bilamana kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan
hak ini. Termasuk dalam pengertian umum ini adalah kepentingan bangsa, negara,
kepentingan bersama dari rakyat serta kepentingan pembangunan. Kedua, pencabutan
hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Untuk keperluan itu telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai peraturan
pelaksanaannya guna mengatur acara pencabutan hak atas tanah . Ketiga, pencabutan
hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian yang layak. Pemilik tanah berhak
atas pembayaran sejumlah ganti kerugian yang layak berdasar atas harga yang pantas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 196 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Nomor 288 Tahun
1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324 Tahun 1961) menjadi pembatas
terhadap penguasa sesuai dengan prinsip negara hukum, jika ingin mencabut hak
milik atas tanah/mengambil tanah warga masyarakat, haruslah melalui prosedur
hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang
Pedoman-Pedoman Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya menyebutkan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, yakni :
(1) Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :
a. kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau
b. kepentingan masyarakat luas dan/atau,
c. kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau,
d. kepentingan pembangunan.
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(2) Bentuk-bentuk kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan







f. ilmu pengetahuan dan seni budaya,
g. kesehatan,
h. olahraga,
i. keselamatan umum terhadap bencana alam,
j. kesejahteraan sosial,
k. makam/kuburan,
l. pariwisata dan rekreasi,
m. usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
Tugas pokok panitia pencabutan hak atas tanah adalah:
1. Mengadakan inventariasasi serta penelitian setempat terhadap
keadaan tanahnya,tanaman,tumbuh-tumbuhan dan bangunan-
bangunan.
2. Mengadakan perundingan dengan para pemagang hak atas tanah
dann bangunan, tanaman.
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Kepentingan umum telah lama dijadikan suatu doktrin sebagaimana yang
dikemukakan oleh Michael G. Kitay, yang di berbagai negara diekspresikan dengan 2
(dua) cara. Pertama, Pedoman umum (General Guide) Di sini negara hanya
menyatakan bahwa pengadaan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum (public
purpose). Istilah public purpose bisa saja berubah, misalnya public menjadi social,
general, common atau collective. Sementara purpose diganti menjadi need, necessity,
interest, function, utility atau use. Negara yang menggunakan pedoman umum ini
biasanya tidak secara eksplisit mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan
tentang bidang kegiatan apakah yang disebut sebagai kepentingan umum. Kedua,
Ketentuan-Ketentuan Daftar (List Provisions). Daftar ini secara eksplisit
mengidentifikasikan kepentingan itu. Misalnya sekolah, jalan, bangunan pemerintah
dan semacamnya. Kepentingan yang tidak tercantum dalam daftar tidak bisa
dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah. Kerap kali kedua pendekatan diatas
dikombinasikan dalam rencana pengadaan tanah.
Menurut Maria S.W Sumardjono, konsep kepentingan umum selain harus
memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya. Agar unsur
kemanfaatan ini dapat dipenuhi, artinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara
keseluruhan dan/atau secara langsung untuk penentuan suatu kegiatan seyogyanya
melalui penelitian terpadu.21
21Maria S.W Sumardjono, “Telaah Konseptutual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik,
Sebuah Catatan untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah
Menurut UUPA, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan 19-20 September, 1990, h. 13. 33
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Menurut ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan pencabutan hak ini
maka untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum
harus dipenuhi adanya beberapa persyaratan yaitu:22
1. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-
benar menghendakinya. Unsur kepentingan umum harus tegas menjadi dasar
dalampencabutan hak ini. Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini
adalah kepentingan bangsa, Negara, Kepentingan bersama dari rakyat, serta
kepentingan dari pembangunan.
2. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut
tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk keperluan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20
tahun 1961 dan berbagai ketentuan pelaksananya guna mengatur acara
pencabutan hak atas tanah tersebut.
3. Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian yang layak.
Siempunya hak atas tanah berhak atas pembayaran sejumlah ganti kerugian
yang layak berdasarkan atas harga yang pantas. Pencabutan hak yang
dilakukan oleh pemerintah tanpa mengindahkan persyaratan tersebut adalah
merupakan perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan oleh
pemerintah.23
22Abdurrahman “Masalah PencabutanHak-hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di
Indonesia (Bandung: Alumni,1987), h. 79.
23S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 166.
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Menurut Undang-undang No. 20 tahun 1961, Pencabutan Hak Atas Tanah
hanya boleh dilakukan:24
1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa, Negara, serta
kepentingan bersama dari rakyat demikian pula kepentingan pembangunan.
2. Sebagaimana cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan,
yaitu jika musyawarah dengan yang empunya tidak membawa hasil yang
diharapkan.
Syarat pertama yang harus diindahkan dalam melaksanakan pencabutan hak
harus dilakukan benar-benar untuk kepentingan umum. Pasal 18 UUPA yang
merupakan dasar untuk mengadakan tindakan ini menyebutkan adanya kepentingan
umum sebagai dasar pencabutan hak dan memasukkan kedalamnya kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, kemudian oleh Undang-
Undang No. 20 tahun 1961 ditambahkan pula dengan memasukan ke dalamnya
adanya kepentingan pembangunan.Oleh karena itu menganut ketentuan tersebut di
atas maka pengertian kepentingan umum adalah meliputi:
1. Kepentingan bangsa;
2. Kepentingan Negara;
3. Kepentingan bersama dari rakyat;
4. Kepentingan pembangunan.
c. Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah
Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dapat dilakukan dengan baik acara biasa
24Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 39
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(pasal 2 sampai dengan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961) maupun dengan acara
luar biasa (pasal 6 sampai dengan 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961)25
a. Dengan acara biasa
Dalam acara biasa pihak pemohon (instansi yang membutuhkan tanah)
menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dengan perantara Menteri Dalam
negeri/Dirjen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syaratsyarat seperti
ditentukan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1961 yaitu:
1. Rencana peruntukannya dan alasanalasannya, bahwa untuk kepentingan
umum harus dilakukan pencabutan hak itu.
2. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas, dan
macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda  yang
bersangkutan.
3. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan
kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah
yang bersangkutan.
b. Dengan acara luar biasa
Dalam keadaan mendesak pencabutan hak atas tanah dapat dilakuakan dengan
acara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkan dilakukan secara lebih cepat.
Keadaan mendesak ini misalnya dalam hal berjangkitnya wabah penyakit dan
timbulnya alam dimana di perlukan tempat penampungan segera.26 (pasal 6 Undang-
Undang No. 20 tahun 1961):
25Dian Cahayani, Diferensiasi pelaksanaan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah di
Indonesia, Tesis (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015)
26Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
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1. Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat
mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau bendabenda yang
bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala
Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan
hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran
ganti kerugian Panitya Penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak
menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.
2. Dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria dapat
mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenan kepada yang
berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang
bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan segera diikuti dengan
keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk
melakukan pencabutan hak itu.
3. Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada
ayat 2 pasal ini, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya
tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah
dan/atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula dan/atau
memberi gantikerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.
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Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:58
                           
         
Terjemahan :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.27
E. Kedudukan Undang-Undang dalam pelaksanaan Ganti Rugi pencabutan
hak atas Tanah
Undang-undang tentang ganti rugi
Pasal 1234 KUHPerdata :
“ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu.”
Dalam hal debitur atau si berutang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu
karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa menimpa
dirinya, yaitu :
Pertama-tama, sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdata :
27Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87
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“ si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si
berpiutang, apabia ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk
menyerahkan kebendannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna
menyelamatkannya”dan 1243 KUHPerdata :
“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah
mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya”
Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-
ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam
perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu.
Undang-undang tentang pencabutan hak atas tanah
a. Pasal 18 UUPA No. 5/1960 tentang pokok-pokok agrarian.
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan undang-undang.
b. Instruksi Presiden No. 9/1973 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan
pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
Pasal 1
(1) Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :
a. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau
b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
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c. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
d. Kepentingan Pembangunan
(2) Bentuk-bentuk kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan






f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
g. Kesehatan;
h. Olahraga;
i. Keselamatan Umum terhadap bencana alam;
j. Kesejahteraan Sosial;
k. Makam/Kuburan;
l. Pariwisata dan Rekreasi
m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
(3) PP No.39/1973 tentang Acara penetapan ganti rugi oleh Pengadilan Tinggi
sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang
ada di atasnya.






Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan dan pemikiran orang secara indivudual maupun kelompok. Beberapa
deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang
mengarah kepada kesimpulan.1
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Barru,
dengan alasan banyaknya lahan tanah masyarakat yang dijadikan atau dipakai untuk
pembangunan rel kereta api.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis
empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi
ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan
melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang
bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa
alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.2
1Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 60.
2Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ulmu-ilmu sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), h. 76.
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D.Metode Pengumpulan Data
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Observasi
Observasi adalah proses penngamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai
gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan
data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara
sistematis, serta dapat dikontrol keandalan(reabilitasi) dan
kesahihannya(validitasnya).
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses
psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang
harus diperhatiakn ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.
Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang
diperoleh dari berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data primer
yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.
2. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara
terhadap pihak-pihak atau masyarakat yang diberikan atau mendapatkan ganti rugi




Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama
data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data
yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi
beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-
lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di
dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau
arkeologis.3
Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu tempat
dimana dibangunnya rel kereta api di Kabupaten Barru.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah
peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divilasi”. Vilidasi terhadap peneliti, meliputi:
pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang
diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akdemik
maupun logikanya.
F. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain
dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut
3Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal.
186.
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keperluan mereka.4Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan
sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di
Kabupaten Barru. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi
terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang diberikan ganti rugi
yang akan dibahas dilokasi penelitian.
2. Data Sekunder
Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua
bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer
1. Al-qur’anul karim
2. Al-hadits
3. Kitab udang-undang perdata
b. Bahan hukum sekunder
1. Buku yang membahas tentang tanah atau agraria,pencabutan hak atas
tanah dan ganti rugi.
2. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah tanah atau agraria,
pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen,
yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan
mempelajari aturan-atura dibidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan
4Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 143.
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dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asasasas hukum, kaidahkaidah hukum dan
ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti.
Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dan
menganalisisnya.
G. Analisis Data
Analisis data adalah uapaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat
dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.5Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk
menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.
5Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 46
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BAB IV
PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH DI KAB. BARRU
A. Pemberian Ganti Rugi terhadap Pembangunan Rel Kereta Api di Kab. Barru
Sejarah perkeretaapian di Sulawesi Selatan bukan baru, moda angkutan
massal itu sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, ketika itu perusahaan Naamlooze
venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM) Jawatan
perkeretaapian dipimpin Ir JP de Bordes, membangun jaringan sepanjang 40 km dari
Makassar-Takalar, beroperasi mulai 1 juni 1923.1
Jawatan ini juga membangun jaringan Makassar-Maros, akan tetapi belum
sempat pekerjaan jaringan itu tuntas, terjadi perang dunia dua, proyek itupun
terbengkalai dan pemerintahan beralih ketangan jepang.
Ketika jepang berkuasa, semua jaringan kereta api di sulawesi dibongkar lalu
dipindahkan ke negara Myanmar, inilah masa berakhirnya perkeretaapian di sulawesi
selatan setelah 90 tahun barulah dirintis kembali pada masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan komitmen untuk membangun transportasi
massal trans sulawesi itu makin dipertegas pelaksanaannya oleh Perseide JOKO
WIDODO.2
Jalur kereta api Trans-Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun
untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau sulawesi. Jaringan jalur kereta api







dari Makassar hingga Pare-Pare. Proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi ditargetkan
mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar ke Manado.3
Sasaran dari pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah
untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan
penumpang dan barang atau komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dengan
tingkat konsumsi energi yang rendah dan mendukung perkembangan perkotaan
terpadu melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir, baik industri maupun
pariwisata serta agropolitan baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.4 Jalur
kereta api ini menggunakan lebar sepur 1.435 mm5 (lebar sepur standar internasional)
dan operasionalnya dilimpahkan kepada PT Kereta Api di Indonesia.6
Jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer ini merupakan tahap pertama dari
pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Pare-
Pare Rencana pembangunan jalur kereta api di sulawesi dimulai juni 2014 dari
kabupaten Barru7 sekitar 120 km arah utara Makassar, pembebasan tanah, dan
pengerjaan rel menggunakkan dana APBD dan APBM.
Pemerintah kabupaten Barru menorehkan sejarah baru di sulawesi, selasa 12
Agustus 2014. Sejarah itu berupa ground breaking atau peletakan batu pertama
pembangunan mega proyek jaringan kereta api makassar-pare-pare di Sulawesi
3"Pembangunan Fisik Jalur Kereta Trans Sulawesi Dimulai Tahun Ini". Diakses tanggal 13
Januari 2015.
4"Rencana Induk Perkeretaapian - Departemen Perhubungan" (PDF). Diakses tanggal April
2011.
5ParePos: Pembangunan Rel KA Dipantau Presiden
6"Kereta Api Trans Sulawesi Rampung Jokowi Ingin Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan".
Diakses tanggal 25 November 2015.
7"Pembangunan Rel KA Trans Sulawesi Dalam Tahap Pembebasan Lahan". Diakses tanggal
5 Maret 2015.
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Selatan. Menteri koordinator perekonomian, Chairul Tanjung (CT) akan memimpin
peletakan batu pertama di Desa siawung km 104, kabupaten Barru,8 Trase utama ini
berjarak sekitar 700 meter dari poros jalan dan di nahkodai oleh bapak Ir.H. Andi
Idris Syukur, Ms. Acara groundbreaking proyek MP3EI Pembangunan kereta api
lintas Makassar- pare-pare (Tahap I kerata api Trans Sulawesi), dihadiri oleh Menko
Bidang Perekonomian DR.Chairul Tanjung, Menteri Perhubungan Mayjen(Purn)
Evert Ernest Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan DR.Sharif Cicip Sutarjo,
MH, Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, MMA, Menteri PU Ir. DR. Djoko Kirmanto
Dipl.HE, Wamen Pertanian DR. Rusman Heriawan, Wamen ESDM/Pertambangan
Susilo Siswoutomo, Gubernur Sulsel, Papua dan Maluku, serta para Bupati se
Sulawesi Selatan, Pemasangan rel pertama telah dilakukan pada Jumat, 13 November
2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.9
Pada awalnya dibangun jalur tunggal, namun berubah menjadi jalur ganda
karena lahan yang disiapakan mencukupi jalur ini, direncanakan mempunyai 23
stasiun pemberhentian yaitu, stasiun Tallo (Makassar), Parangloe, Mandai, Maros,
Pute, Lempangan, Panggkajenne, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Sigeri, Mandalle,
Tanete Rilau, Barru, Garonggkong, Pelabuhan Garongkong, Takkalasi, Soppeng
Riaja, Palanro, Mallusetasi, Kupa, Lumpue, Soreang.10 Tahap awal pembangunan
telah membebasan 30 km lahan di wilayah kabupaten Barru, biayanya ditanggung
pemerintah daerah sebesar Rp. 108 miliyar. pembangunan setiap kilometer
dibutuhkan biaya sampai Rp 30 miliar termasuk pembuatan stasiun, belum termasuk
8"Presiden RI Direncanakan Akan Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik
Kereta Api". Diakses tanggal 22 Februari 2015.
9Pemasangan Pertama Rel Kereta Trans Sulawesi Dimulai Hari Ini
10"Ekspose Penetapan Trase Jalur Kereta Api Makassar-Parepare". Diakses tanggal 30 Juli
2013.
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pembebasan lahan. Setelah tahap awal rampung, bakal dilanjutkan dari Parepare ke
Pasang Kayu, Sulawesi Barat sepanjang 400 kilometer. Kemudian akan berlanjut
sampai ke Palu, Sulawesi Tengah, Gorontalo sampai ke Manado.11
Bila kereta api terbangun di Sulawesi, maka akses transportasi pulau Sulawesi
pun akan semakin terjangkau. Dan, implikasinya akan meningkatkan ekonomi
masyarakat. Itulah sebabnya para gubernur se Sulawesi melalui BKPRS ngotot untuk
memperjuangkan pembangunan kereta api di Sulawesi.
Bapak Chairul Tanjung sangat mengapresiasi Kinerja Pemerintah Kabupaten
Barru atas segala pencapaian yang telah diraih dan beliau mengatakan disela
sambutan bahwa “Hari ini Kabupaten Barru telah tercatat di dalam sejarah, sebagai
tempat pertama kali dibangunnya rel kereta api diluar pulau Jawa dan Sumatra setelah
150 Tahun yang lalu perkeretaapian di Indonesia dibangun oleh Belanda ”
“Groundbreaking dilaksanakan di Kabupaten Barru karena kemudahan
pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Barru” ujar Menteri Perhubungan di dalam
sambutannya,dan beliau mengucapkan terimakasih terhadap masyarakat Kabupaten
Barru yang memiliki lahan atas kerjasama yang baik dalam kesepakatan pembebasan
lahan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Syahrul Yasin Limpo mengharapkan agar
seluruh Walikota/Bupati se Sulawesi Selatan untuk senantiasa bekerjasama dengan




yang berarti agar Pembangunan Rel Kereta Api dapat berlangsung sesuai rencana
bahkan bisa lebih cepat dari rencana “semoga pembangunan rel kereta api dapat lebih
cepat dari rencana, karena lebih cepat lebih baik karena sejarah yang dicatatkan hari
ini bagaikan impian yang telah menjadi kenyataan ” ujar beliau
“Pembangunan jalur kereta api sebagian besar menggunakan produk dalam
negeri kecuali pengadaan rel dan wesel masih perlu diimport dari luar negeri,
kecepatan desain kereta api di Sulawesi lebih cepat yaitu 200km/jam dibandingkan
dengan kecepatan desain kereta api di Jawa dan Sumatra, begitu juga dengan
kecepatan maksimum operasional dimana kereta api Sulawesi 150km/jam sedangkan
kereta api di Jawa dan Sumatra hanya 100km/jam ” kata Dirjen Perkeretaapian
Indonesia, bapak Hermanto Dwiatmoko.
Dalam sambutannya Bupati Barru mengungkapkan sangat bangga Kabupaten
Barru menjadi tuan rumah atas pelaksanaan Groundbreaking pembangunan jalur
kereta api lintas Makassar- Pare-Pare ini dan beliau mengucapkan terimakasih atas
kepercayaan yang diberikan Pemerintah pusat serta kerjasama pihak terkait dan
masyarakat Kabupaten Barru, dan diharapkan agar Pembangunan Lintasan Kereta
Api ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat dinikmati manfaatnya oleh
masyarakat Kabupaten Barru pada khususnya.
Setelah acara Groundbreaking, para menteri, wakil menteri, Gubernur Sulawesi
Selatan, Papua dan Maluku serta Walikota/Bupati se Sulsel menuju Rumah Jabatan
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Bupati Barru untuk menikmati santap malam yang dilanjutkan dengan penyerahan
cenderamata miniatur kereta api dari menteri Perhubungan ke Bupati Barru.
Mimpi mewujudkan hadirnya Kereta Api di Sulawesi Selatan perlahan namun
pasti mulai terwujud. Proses pengerjaan pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi
yang direncanakan sepanjang Makassar Manado tersebut secara resmi mulai
dilaksanakan pada hari kamis(13/8) dengan mengambil tempat permulaan pekerjaan
di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pemerintah Kabuapten Barru bersama
dengan Dirjen Perkeretaapian menggelar acara syukuran atas dimulainya pengerjaan
rel kereta api tersebut. Acara itu dihadiri langsung Dirjen Perkeretaapiaan Kemenhub
RI Hermanto Dwiatmoko, Wagub Sulsel Agus arifin nu’mang, Kepala BPN Sulsel
beserta sejumlah pejabat provinsi lainnya, Plt Bupati Barru H. Nasaruddin AM
bersama sejumlah pejabat Pemkab Barru, Kapolres Barru, Dandim Mallusetasi,
Kepala Kejaksaan dan Pengadilan Barru, serta sejumlah tokoh-tokoh masyarakt
kabupaten Barru juga hadir dalam acara tersebut.
Hermanto Dwiatmoko dalam arahannya mengemukakan bahawa pembangunan rel
kereta api trans Sulawesi ini merupakan dambaan kita semua, “yang tadinya munkin
sekedar mimpi, insya Allah sore hari ni akan telaksana dengansebaik-baiknya”,
ungkapnya. Hermanto mengakui bahwa Pembangunan rel kereta ini membutuhkan
waktu yg cukup panjang, digagas sejak tahun 2001, proyek ini kemudian secara
intensif diproses ditahun 2013 dan 2014. Proyek pengerjaan rel sepanjang 30 km di
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Kabupaten Barru ini adalah bagian dari keseluruhan pembangunan rel KA trans
Sulawesi dari Makassar hingaa ke Manado, yang selanjutnya akan menghubungkan
Sulawesi tenggara, total lintasan sekitar 1300 KM yang rencananya akan dituntaskan
dalam 5 tahun namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Wagub Sulawei Selatan Agus Arifin Nu’mang menyebut proyek awal
pembangunan rel kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ini akan
berdampak besar terhadap perkembangan pembangunan di Sulawesi Selatan bahkan
Sulawesi pada umumnya. “Hari ini kita akan memulai suatu pekerjaan yang pertama
yang akan merubah peradaban di Sulawesi Selatan bahkan di seantero Sulawesi,
Kedepan kita akan mengalami perubahan dalam banyak aspek mulai dari ekonomi,
sampai pada prilaku sosial kemasyarakatan” ungkapnya.
Sementara itu Plt Bupati Barru H.Naharuddin dalam sambutannya
mengungkapkan, Pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api tahap I Makassar-
Pare-Pare yang dicanangkan pelaksanaannya di Kabupaten Barru sepanjang 30 KM
telah berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pengadaan tanah menurut amanat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Naharuddin menjelaskan, pengadaan tanah
sepanjang 30 km tersebut telah diinventarisir jumlah pemilik lahan oleh tim
pelaksana pengadaan tanah sebanyak 866 pemilik lahan. Dari jumlah tersebut hingga
hari itu telah dilakukan pembayaran kepada pemilik lahan sejumlah 435 bidang
dengan total ganti rugi sebesar 49 milyar lebih atau kurang dari 50% dari bidang
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tanah yang dibebaskan. Nasaruddin menambahkan, pemilik lahan yang hingga saat
ini belum menerima ganti kerugian dikarenakan berkas-berkas tanah sebagai syarat
pembayaran sementara masih dilengkapi, “Pembayaran akan dilaksankan sesuai
dengan jadwal yang akan disusun lebih lanjut oleh tim pelaksana pengadaan
tanah”katanya.
Nasaruddin berharap, dimulainya pembangunan rel KA Tahap I Makassar Pare-
Pare ini akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat
Kabupaten Barru khususnya. “proyek ini menandai sejarah baru Sulawesi Selatan
dalam hal transportasi, ini akan mempermudah transportasi antar daerah yang ada di
Sulawesi Selatan sehingga berdampak pula pada peningkatan perekoniman
masyarakat kita”.
B. Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah/Pencabutan Hak atas
Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api di Kab. Barru
1. Pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Rel
Kereta Api di Kab. Barru
Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2014 tidak diatur secara tegas bagaimana susunan Tim atau Panitia
Pengadaan Tanah, namun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
ditentukan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh
Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 27 menentukan bahwa : Beradasarkan Penetapan
Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah
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mengajukan pelaksanaan Pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan dan pada
Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam
pelaksanaan pengadaan Tanah12 Diselanggarakan Oleh Kepala BPN. Dengan
demikian jelas, bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada prinsipnya
dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat
mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta
api mempunyai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalur kereta api sebagai
Berikut :
1. Perencanaan
Perencanaan adalah Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang
ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang
dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan
adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga
perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai
suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses
menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan dating serta menetapkan
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses
perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji
berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk
12Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah
untuk mencapainya.13
Berdasarkan dari hasil penelitian sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah
dilakukan perencanaan dalam pembangunan jalan jalur rel kereta api di perovinsi
sulawsei selatan mulai dari kota Makassar – Pare-Pare Berdasarkan Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Persiapan
Persiapan adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan
sebuah kegiatan.tanpa persiapan,kegiatan tidak akan terlaksanakan dengan baik atau
pun susah untuk dilaksanakan.sebaliknya jika kita persiapan,maka kegiatan itu akan
terlaksana dengan baik. Hasil dari persiapan adalah sebuah kegiatan yang
memuaskan.14
a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
Panitia Pengadaan Tanah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada
masyarakat pada lokasi rencana pembangunan yaitu dengan cara memberikan
penjelasan dan penyuluhan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya akan
terkena dampak pengadaan tanah untuk jalur pembangunan rel kereta api
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Tidak ditemukan adanya berita acara mengenai pendataan awal lokasi rencana
pembangunan namun berdasarkan data yang didapat dari narasumber dan responden
Panitia Pengadaan Tanah pada tahap ini melakukan Pendataan awal lokasi rencana





c. Konsultasi publik rencana pembangunan
Konsultasi publik rencana pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk
pembangunan jalur rel kereta api dilakukan oleh Pemerintah kepada para bekas
pemegang hak atas tanah dengan cara mesosialisasikan dan musyawarah. Dalam
tahap kosultasi publik bekas pemegang hak atas tanah bersepakat dengan Pemerintah
mengenai lokasi rencana pembangunan.
d. Penetapan lokasi pembangunan
Penetapan lokasi pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan
jalur kereta api dilakukan di (lima) wilayah diantaranya dimulai dari kota Makassar,
Kabupaten Maros, Pangkep, Barru dan Kota Pare-Pare.
Penyuluhan/sosialisai dilakukan lebih dari sekali, pertama dilakukan secara
umum dengan dihadiri masyarakat yang terdampak pembangunan jalaur rel kereta api
dan yang kedua dilakukan hanya untuk masyarakat yang tanah,bangunan dan
tanamannya (kebun) terkena pembanguna jalur rel kereta api.
Dalam Pengadaan Tanah untuk jalur rel kereta api Panitia Pengadaan Tanah
bersama dengan instansi yang memerlukan Tanah pada tahapan ini melakukan
pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk jalur rel kereta api.
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa
diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai
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evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.15
a. Penetapan nilai
Penetapan nilai ganti kerugian harga tanah dilakukan Panitia Pengadaan Tanah
untuk pembangunan rel kereta api di Kab. Barru berdasarkan hasil penilaian jasa
penilai atau penilai publik. Harga tanah normalnya Rp. 75.000 permeter Dan yang
ditetapkan sebagai ganti rugi yaitu berkisar antara Rp. 90.000 permeter sampai
Rp.95.000 permeter. Berdasarkan wawancara dari bapak Abd. Muin Mustafa umur 55
tahun sekertaris Camat Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru Penetapan nilai ganti
kerugian kepada bekas pemegang hak milik atas tanah atau ditentukan oleh jasa
penilai lebih tinggi dari harga pasaran yang ada pada penjualan tanah sehingga dapat
menguntungkan bagi pemegang/pemilik hak atas tanah.16
b. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
Musyawarah bentuk ganti kerugian terhadap bekas pemegang hak dalam
Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kab. Barru berdasarkan
keterangan dari responden dan data yang didapat dari Panitia Pengadaan Tanah dan
masyarakat telah dilakukan beberapa kali oleh Panitia Pengadaan Tanah sampai
mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan pihak yang berhak
mengenai bentuk ganti kerugian dan dibuatkan berita acara.
15Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2002), hal. 70.
16Berdasarkan Wawancara dengan Abd. Muin Mustafa(55tahun), Sekertaris camat Takkalasi,
Takkalasi,27 April 2017.
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c. Pelepasan objek pengadaan tanah
Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di kabupaten
Barru pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pemberian ganti
kerugian sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan dibuatkan surat tanda terima
ganti rugi tanah dan bangunan dan benda-benda lainya dengan ditandatangani oleh
Instansi yang membutuhkan tanah sekaligus selaku pengguna anggaran yaitu
Bendahara pengeluaran, Pemegang hak atas tanah dan disaksikan oleh seluruh Panitia
Pengadaan Tanah Dari Ketua Panitia sampai dengan anggota-anggotanya dan
dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh bekas pemegang
hak.17
2. Pelaksanaan Pemberian ganti kerugian
Dalam pelepasan / penyerahan hak atas tanah sebagai suatu cara dalam pengadaan
tanah khususnya pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kab. Barru diupayakan untuk
mendapatkan ganti rugi akibat pembebasan atau pelepasan Hak Atas Tanah dengan
mekanisme besar dan bentuk pemberian ganti kerugian atas dasar musyawarah
mufakat.
Panitia pengadaan tanah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat yang
tanahnya terkena proyek pembangunan Jalur Rel Kereta Api di. Kab. Barru dengan
melibatkan unsur dari pemerintah yang terkait dan tokoh masyarakat sebagai
mediator.
17Berdasarkan Wawancara Muhammdad Idris Pegawai Kantor Kelurahan Takkalasi, 20 April
2017
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Menurut warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalur rel Kereta
Api di Kab. Barru, mediasi dengan cara musyawarah tersebut memberikan
keuntungan tersendiri kepada warga masyarakat, karena musyawarah tersebut
langsung melibatkan semua warga yang tanahnya terkena proyek dimaksud, sehingga
untuk pembicaraan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan secara
transparan. Apabila musyawarah dilakukan tanpa atau hanya melibatkan beberapa
orang warga saja, maka apa bentuk kerugian dan berapa besarnya ganti kerugian yang
akan mereka terima menjadi tidak diketahui dengan jelas, dan akan terbuka peluang
terjadinya manipulasi bentuk dan besarnya ganti rugi.18
Musyawarah yang dilakukan tersebut diharapkan agar dalam pelaksanaan
pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian dapat terlaksana dengan baik, sebagai
berikut:
1. Tercapainya kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah (Pemerintah
Kab. Barru) dengan warga masyarakat yang melepaskan atau menyerahkan hak atas
tanahnya terutama dalam mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian
ataupun bentuk ganti kerugian.
2. Tercapainya keadilan yang mungkin lebih dirasakan oleh warga masyarakat
yang akan melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya, karena keadilan
merupakan salah satu cita-cita hukum yang berangkat dari nilai-nilai moral manusia.
18Berdasarkan Wawancara dengan Abd. Muin Mustafa(55tahun), Sekertaris camat Takkalasi,
Takkalasi, wawancara, 27 April 2017.
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3. Tercapainya kemanfaatan, dalam pelepasan / penyerahan hak, pada prinsipnya
harus dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan tanah (Pemerintah
Kab. Barru) dan masyarakat yang melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya.
4. Tercapainya kepastian hukum, karena pelaksanaan pengadaan tanah harus
memenuhi asas kepastian hukum yang dilakukan dengan cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dimana semua pihak dapat mengetahui dengan pasti
hak dan kewajibannya masing-masing.
5. Tercapainya keputusan bersama antara pihak yang memerlukan tanah
(Pemerintah Kab. Barru) dengan warga masyarakat yang melepaskan atau
menyerahkan hak atas tanahnya dalam suatu musyawarah yang dilakukan untuk
mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengadaan
tanah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat
memperoleh pengetahuan mengenai isi peraturan tersebut.
6. Adanya keterbukaan antara pihak yang memerlukan tanah (Pemerintah Kab.
Barru) dengan warga masyarakat yang melepaskan atau menyerahkan hak atas
tanahnya termasuk mengenai peraturan tentang pengadaan tanah yang harus
disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan
mengenai isi peraturan tersebut.
7. Adanya partisipasi atau peran serta semua pihak yang terkait secara aktif
dalam proses pelepasan atau penyerahan hak, sehingga akan menimbulkan rasa ikut
memiliki dan dapatmemperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap
kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah.
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8. Tercapainya kesetaraan untuk menempatkan agar posisi antara pihak yang
memerlukan tanah (Pemerintah Kab. Barru) dengan warga masyarakat yang
melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya diletakkan sama kedudukannya /
sejajar dalam seluruh proses pengadaan tanah.
9. Tercapainya Kelangsungan Kesejahteraan Ekonomi, artinya bahwa dengan
adanya pengadaan tanah maka kelangsungan kesejahteraan ekonomi baik pihak yang
memerlukan tanah (Pemerintah Kab.Barru) dengan warga masyarakat yang
melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya semakin meningkat.
Pelaksanaan pemberian ganti rugi diikuti dengan pelepasan hak oleh
pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang dinyatakan dalam Surat
Pernyataan Hak beserta pembayaran ganti kerugian yang dilakukan antara :
1. pera pemilik tanah, bangunan dan tanaman yang kemudian disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan jalur rel kereta api di kab. Barru dilakukan berdasarkan hasil
kesepakatan dalam musyawarah yaitu dalam bentuk uang dan pada tahap pemberian
ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 ditentukan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Dalam proses pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk jalur
rel kereta api di kab. Barru ,berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam kepemilikan
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tanah untuk proses pemberian ganti rugi yaitu melampirkan fotocopy PBB, potocopy
KTP dan fotocopy rekening serta bukti kepemilikan Tanah. Adapun Panitia
Pengadaan Tanah melakukan penelitian berkas pembayaran ganti rugi Pengadaan
Tanah yang dituangkan dalam bentuk surat dengan ditandatangani oleh petugas
peneliti dari kecamatan dan petugas peneliti dari kelurahan.19
Kemudian berkas pemberian ganti rugi yang dianggap sudah lengkap dan
memenuhi syarat oleh petugas peneliti maka dibuatkan berita acara penelitian berkas
dari kantor kelurahan dan menyetor kepada bank yang ditandatangani oleh petugas
peneliti yang terdiri dari panitia dari desa/Kelurahan di seluruh kecematan di kab.
Barru. Setelah itu kemudian Panitia Pengadaan Tanah mengundang pihak yang
bersangkutan dan dari peneliti sendiri melakukan penelitian di 2 (dua) kecamatan
yang terdiri dari Kelurahan Takkalasi, Desa Lampoko dan Desa Garessi dan terdiri
dari 15 (lima belas) responden atau bekas pemegang hak milik atas tanah, kemudian
di berikan ganti kerugian sesuai dengan hasil kesepakatan bersama yaitu dalam
bentuk uang yang sudah dibuatkan buku tabungan (rekening) dari bank untuk
mempermudah masyarakat dalam pengambilan ganti rugi dan berdasarkan hasil dari
penilai harga tanah atau tim penilai publik kepada bekas pemegang hak milik atas
tanah (masyarakat) dari 2 (dua) kecamatan terdiri dari 3 (tiga) desa/kelurahan. Dari
setiap responden berbeda-beda hak milik atas tanah sesuai dengan hasil inventarisasi
dan identifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah.
Setelah bekas pemegang hak milik atas tanah menerima ganti kerugian yang
diberikan oleh Pemerintah maka kemudian bekas pemegang hak milik atas tanah atau
responden dibuatkan surat tanda terima ganti rugi atas tanah dan bangunan dan
19Data Pemerintah Kabupaten Barru 2017
80
benda-benda lainya dengan ditandatangani oleh Instansi yang membutuhkan tanah
sekaligus selaku pengguna anggaran yaitu Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Selatan, Bendahara pengeluaran, Pemegang hak atas tanah dan disaksikan
oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah di kabupaten Barru.
Dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditentukan
pemberian ganti kerugian dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalur
rel kereta api di kabupaten Barru setelah pihak yang berhak atau responden
menerima ganti kerugian kemudian dibuatkan tanda terima ganti kerugian dan Panitia
Pengadaan Tanah kemudian membuat berita acara pembayaran ganti rugi dan
pelepasan hak atas tanah / bangunan / tanaman dan /atau benda benda lain. Dalam
berita acara tersebut memuat daftar pihak yang berhak penerima ganti kerugian,
kemudian bentuk dan besarnya ganti kerugian yang di berikan, daftar dan bukti
pembayaran/kwitansi serta berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan
tanah.
Berita acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri :
1) daftar Pihak yang Berhak penerima Ganti Kerugian;
2) bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang telah di berikan;
3) daftar dan bukti pembayaran/kwitansi; dan
4) berita acara Pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.
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Tabel daftar Nama-nama Penerima ganti rugi






1. Burhanuddin Takkalasi 920 Rp. 86,269,008
2. Amiruddin Takkalasi 842 Rp. 83,196,542










5. Umar Takkalasi 1,486 Rp. 147,065,019








8. Hj. Bahra Lampoko 901 Rp. 89,120,242
9. Hj. St. Marhama Lampoko 757 Rp. 742,517,120
10. Nurjihad Lampoko 1,230 Rp. 120,756,245
11. I Miah Cillang Garessi 1,557 Rp. 114,990,00
12. Indo Sakka Garessi 1,486 Rp. 107,698,000
13. Hj. St. Rafiah Garessi 1,700 Rp. 143.071,000
14. Hj. Indo Tuwo Garessi 1,684 Rp. 122,048,000
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15. Anna Iskandar20 Garessi 182 Rp. 13,191,000
Sumber data : kelurahan Takkalasi, Desa Lampoko, dan Desa Garessi21
Dari Data di atas di anatara 7 kecamatan dan 52 Desa yang ada di Kab. Barru
kecamatan Tanete Riaja, Kec. Tanete Rilau, Kec. Barru, Kec. Soppeng Riaja, Kec.
Mallusetasi, Kec. Balusu, Kec. Pujananting, yang menjadi fokus dari peneliti untuk
meniliti yaitu berada di lokasi Kec. Balusu di kelurahan Takkalasi, Desa Lampoko
dan di Kec. Tanete Rilau, desa Garessi.
Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
ditentukan : Ganti kerugian adalah pengantian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Sehubungan dengan Pasal 1 butir 10 tersebut
maka pada tahapan pemberian ganti kerugian kepaada bekas pemegang hak milik atas
tanah atau responden berdasarkan hasil penelitian, bekas pemegang hak milik atas
tanah merasa bahwa besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah sesuai
dengan hasil kesepakatan bersama dan pemberian ganti kerugian tersebut sudah layak
dan adil serta menurut responden ganti kerugian yang diterima memuaskan karena
membawa dampak perkembangan kehidupan ekonomi yang lebih baik kepada bekas
pemegang hak milik atas tanah.22
Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
rel kereta api didasari oleh hasil kesepakatan dalam musyawarah dan dilakukan
20Berdasarkan Wawancara Masyarakat Kelurahan Takkalasi, Desa Lampoko dan Desa
Garessi, 5 April-3 Mei 2017
21Data Pemerintah Kelurahan Takkalasi, Desa Lampoko dan Desa Garessi 2017
22Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
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secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Barru diikuti dengan pelepasan hak oleh
pemegang Hak Atas Tanah, bangunan dan tanaman. Pelaksanaan ganti kerugian
tersebut didasarkan pada KEPPRES No. 55 / 1993 Pasal 15 dan Pasal 16 serta PMNA
No. 1 / 1994, Pasal 28 dan Pasal 29, karena proses pelaksanaanya terjadi pada Tahun
2014.23
Jika dikaitkan dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka pelaksanaan
ganti rugi terhadap Pemilik/pemegang Hak Atas Tanah telah dilakukan sesuai dengan
prosedur yang berlaku yaitu melalui musyawarah mufakat antara Pemilik/Pemegang
Hak Atas Tanah dengan panitia Pengadaan Tanah.
Berdasarkan dari data-data yang didapat dari hasil penelitian tersebut maka
pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah kepada bekas pemegang
hak milik atas tanah atau kepada 15 responden yang sudah diteliti oleh peneliti
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan umum.
23Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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Maka dari semua data-data untuk pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap
pengadaan tanah pembangunan rel kereta api sudah sesuai atau terpenuhi menurut
peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
pembangunan ini dapat mempermudah akses jalan dari Kota Makassar menuju Kota
Pare-Pare tanpa menggunakan roda empat atau roda dua dan lebih menjamin
keselamatan dalam melakukan perjalanan.
C. Kendala-kendala yang Terjadi pada Masyarakat dalam Pemberian Ganti Rugi
terhadap Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembanguna Rel Kereta Api di
Kab. Barru
Kendala atau Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki
arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu
tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang
mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat
menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap
manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri
manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.24
Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang
dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal
yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan
program maupun dalam hal pengembangannya.25
24Kamus besar bahasa indonesia, edisi kedua (jakarta: balai pustaka, 1991), h. 54
25Kamus besar bahasa indonesia, edisi kedua, h. 56.
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Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak" . Sementara
itu yang dimaksud dengan "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara,
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-
besarnya suatu kemakmuran rakyat". Istilah pengadaan tanah menggantikan istilah
pencabutan hak atas tanah atau pembebasan tanah pada masa sebelumnya, yang
diatur dengan suatu ketentuan setingkat UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu istilah pengadaan tanah diatur dengan peraturan setingkat Keputusan
Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden yang paling memiliki kewenangan apakah
suatu lokasi tanah akan digunakan untuk kepentingan umum atau tidak setelah
mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum ini juga sangat relevan dengan UUPA tentang fungsi sosial tanah
bahwa yang mana jika dalam keadaan terpaksa pemerintah bisa mengambil atau
menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum. Meskipun dalam pemberian Hak
Milik tanah memiliki hak turun temurun dan paling kuat namun jika kepentingan
umum menghendaki maka hak milik yang kuat tersebut bisa hapus, demi kepentingan
bangsa dan negara.26
Hal yang sangat penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini
adalah kelayakan lokasi, untuk memastikan bahwa lokasi yang ditarget sesuai dengan
pembangunan yang akan dibuat. Jika lokasi yang ditarget sudah tepat, selanjutnya
adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk ganti kerugian tanah. Selain lokasi
yang tepat, juga sangat perlu dilakukan analisa dampak lingkungan dan dampak
26Abdurrahman, Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentigan
Umum, (Bandung: PT. Citra AdityaBhakti, 1994), h. 122.
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sosial. Apakah dengan diadakannya pembangunan di lokasi tertentu dapat merusak
lingkungan, misalnya akan berdampak resiko bahaya banjir atau tanah longsor. Juga
dampak sosial yang akan terjadi, dengan pengadaan tanah di lokasi tertentu maka
warga yang mendiami lokasi tersebut akan terkena dampak penggusuran, sejauh
mana kerugian sosial yang akan terjadi.27
Analisa dampak lingkungan ini kadang dilakukan kurang cermat sehingga
menimbulkan dampak buruk di belakang hari setelah proyek di lakukan, padahal
analisa dampak buruk lingkungan harus dilakukan sebelum proyek dilakukan.
Analisa kebijakan publik juga sangat penting guna melihat seberapa manfaat yang
bisa diperoleh dari suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk suatu proyek,
kendala-kendala yang akan dihadapi.
Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam
pembangunan jalan jalur rel kereta api di kabupaten Barru tidak terlalu menimbulkan
suatu masalah, akan tetapi dalam prakteknya secara teknis dan hukum timbul
beberapa kendala dari masyarakat dan pemerintah sebagai beikut :
1. Kendala dari masyarakat yaitu terhambatnya pemberian ganti rugi oleh
sebagian masyarakat karena berkas-berkas yang dimiliki belum lengkap.
Dan ada sebagian responden (masyarakat) yang mengalami kerugian
dikarenakan ½ sawah/kebun yang teralokasi untuk kepentingan
27Abdurrahman, Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentigan
Umum, h. 122.
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pembangunan Rel Kereta Api  hanya ½ yang terkena pembangunan Rel
Kreta Api dan ½ nya lagi tidak bisa ditanami lagi.28
2. Kendala dari pemerintah yaitu pada saat identifikasi dan inventarisasi pada
saat pengukuran ada pihak pemilik tanah yang tidak hadir karena masih
diluar kota sehingga harus dilakukan pengukuran ulang, ada pihak pemilik
tanah yang menginginkan tanahnya dikenakan seluruhnya pada saat tim
melakukan pengukuran, padahal secara teknis hanya diperlukan sebagian,
sehingga tim tetap melakukan pengukuran seperti yang diminta pemilik
tanah agar suasana tidak makin memanas, setelah suasana membaik tim
memberikan penjelassan-penjelasan kepada pemilik tanah agar menerimah
bahwa tanah yang diperlukan hanya sebgaian, pada saat pembuktian ada
kendala seperti bukti kepemilikan dan haanya sebatas bukti pembayaran
pajak bumi dan bangunan (PBB) saja, ahli waris yang belum balik nama,
ada juga yang menjadi jaminan utang tetapi tidak mengaku bagwa itu
menjadi jaminan utang. Permasalahan terkait masyarakat yang hanya
memiliki bukti PBB, panitia melakukan kordinasi dengan pihak desa
untuk mencari bukti later C. Dan melihat nama yang tercantum
didalamnya, bila yang tercantum nama leluhurnya, panitia membuat
pernyataan waris dan berkordinasi dengan ahli waris lainnya.29
28Berdasarkan wawancara dengan Fadlia Mubakkirah (25 tahun), Masyarakat di Kelurahan
Takkalasi, 28 April 2017
29Berdasarkan Wawancara dengan Abd. Muin Mustafa(55tahun), Sekertaris camat Takkalasi,
Takkalasi,27 April 2017.
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Adapun kendala-kendala yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas
tanah secara hukum yaitu kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk berperan
serta dalam pembangunan serta kurangnya pemahaman terhadap arti kepentingan
umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai rencana
dan tujuan pengembangan pembangunan rel kereta api tersebut yang sebelumnya
telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan atau sosialisasi panitia pengadaan tanah.
Di satu sisi masih terdapat adanya pemegang hak atas tanah yang masih
berpikiran kolot bahwa tanah miliknya adalah mutlak merupakan milik dan
kekuasaannya, lebih-lebih tanah tersebut menjadi mata pencaharian bagi peegang hak
atas tanah karena tanah tersebut dijadikan area lahan yang dapat memberikan
penghasilan setiap hari sehingga tanah tersebut masih terus dipertahankan sekuat
tenaaga tanpa memperhatikan tanah berfungsi sosial serta dasar, rencana ataupun
tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Disisi lain masih terdapat berbagai pendapat serta keinginan yang berbeda-
beda dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian antara salah satu
pemegang hak dengan pemegang haak yang lainnya, karena masih  mementingkan
kepentingan individual atas nilai ekonomis dari tanah. Hal tersebut dapat
memperlambat kerja panitia dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena
sulitnya tercapai kesapakatan dalam musyawarah yang berlarut-larut. Disamping
kendala-kendala yang berasal dari warga masyarakat pemilik atau pemegang hak atas
tanah, terdapat pula hambatan-hambatan yang berasal dari Panitia Pengadaan Tanah
itu sendiri antara lain :
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1. Kurangnya kesadaran dari Panitia Pengadaan Tanah dalam menjalankan
tugasnya, yang mengakibatkan penurunan tanggung jawab sehingga terkadang terjadi
kesalahan dalam melakukan pekerjaan seperti kurang cermat dalam melakukan
pengukuran, pendataan, pengisian data dan pemberian ganti kerugian.
2. Keterlambatan pemberian uang muka kerja / honorarium / honor yang
kurang memadai yang merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kinerja
dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah.30
Adapun upaya hukum upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Barru
dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pemberian ganti Kerugian Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan
Kota barru, bahwa Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum bagi pembangunan rel kereta api telah mengikuti prosedur
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
karena Pengadaan Tanah tersebut dimulai pada tahun 2004. Pada tahun 2005 dengan
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, prosedur sebagaimana yang
imaksud dalam Keputusan Presiden dan Peraturan presiden tersebut telah juga
dilaksanakan, mulai dari pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, sosialisasi,
musyawarah sampai pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Pada pengadaan
30Berdasarkan wawancara Abd. Muin Mustafa, sekertaris Camat Takkalasi
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Tanah bagi Pembangunan rel kereta api di kab. barru yang agak alot adalah pada
tahap pencapaian kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang akan
diberikan kepada warga masyarakat yang akan melepaskan atau menyerahkan hak
atas tanahnya.
Upaya hukumnya adalah melalui peran aktif dari instansi yang memerlukan
tanah dengan melakukan pendekatan / mediasi kepadapemegang hak yang bersikeras
tidak mau melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya dengan mengikutsertakan
tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut. Pada
awalnya, antara instansi yang memerlukan tanah Pemerintah dengan para pemegang
hak atas tanah belum mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dengan
para pemilik atau pemegang hak atas tanah, namun dengan peran aktif Pemerintah
dalam melakukan mediasi dengan cara melakukan pendekatan secara terus menerus
dan melakukan musyawarah dengan warga masyarakat pemilik atau pemegang hak
atas tanah, pada akhirnya tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi dalam pengadaan





1. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah pembangunan rel kereta
api di kab. Barru sesuai dengan prosedur peraturan pencabutan hak atas
tanah didasarkan pada KEPPRES No. 55 / 1993 Pasal 15 dan Pasal 16
serta PMNA No. 1 / 1994, Pasal 28 dan Pasal 29, karena proses
pelaksanaanya terjadi pada Tahun 2014 Jika dikaitkan dengan Pasal 8
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan rel kereta api didasari oleh hasil kesepakatan dalam
musyawarah dan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten
Barru diikuti dengan pelepasan hak oleh pemegang Hak Atas Tanah,
bangunan dan tanaman maka pelaksanaan ganti rugi terhadap
Pemilik/pemegang Hak Atas Tanah  dilakukan melalui musyawarah
mufakat antara Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah dengan panitia
Pengadaan Tanah.
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2. Kendala secara teknis dari masyarakat yaitu terhambatnya pemberian
ganti rugi oleh sebagian masyarakat karena berkas-berkas yang dimiliki
belum lengkap, dari segi hukum kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap kepenting umum. Kendala dari pemerintah yaitu pada saat
identifikasi dan inventarisasi pada saat pengukuran ada pihak pemilik
tanah yang tidak hadir karena masih diluar kota sehingga harus dilakukan
pengukuran ulang, ada pihak pemilik tanah yang menginginkan tanahnya
dikenakan seluruhnya pada saat tim melakukan pengukuran, padahal
secara teknis hanya diperlukan sebagian, sehingga tim tetap melakukan
pengukuran seperti yang diminta pemilik tanah.
B. Implikasi Penelitian
Peneliti berharap agar pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi  tidak
ada kendala karena masyarakat yang tanahnya teralokasi untuk proyek
pembangunan Rel Kereta Api juga memerlukan Dana untuk keperluan lain
ataupun untuk memebeli tanah yang baru dan Untuk masyarakat diharapkan
agar bisa lebih menanggapi pentingnya kepemilikan atas tanah secara sah
menurut hukum, seperti pendaftaran tanah bagi tanah yang belum terdaftar
ataupun yang sudah terdaftar sebelumnya dengan melakukan pendaftaran
kembali atas namanya agar mudah dalam membuktikan diri sebagai pemilik
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